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A. Penyidikan Dalam Hukum Acara Pidana  
1. Pengertian Penyidikan 
 Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah 
penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya 
tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, 
maka saat itulah  penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. 
Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari 
dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan 
pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada 
tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat 
terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian 
penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai 
Penjelasan Umum, yaitu:  
“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut 
cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana 
yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” 
 
Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung 
dalam pengertian penyidikan adalah:  
a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-
tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;  
b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;  





d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan 
bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan 
tersangkanya.  
 Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah 
diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum 




2. Pengertian Penyidik  
 Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara 
Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi 
wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP 
lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan 
batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam 
tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik 
negeri sipil.  
 Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan 
Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik 
pembantu disamping penyidik.
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Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan 
orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun 
kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan 
instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan 
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Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik 
antara lain adalah: 
a) Pejabat Penyidik Polri  
 Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, 
maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam 
Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan 
kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan 
diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim 
peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan 
penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan 
pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:  
1) Pejabat Penyidik Penuh  
Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus 
memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan,yaitu:  
a. Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;  
b. Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila 
dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat 
Pembantu Letnan Dua;  
c. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. 
2) Penyidik Pembantu  
 Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat 





Negara menurut syarat-syarat yang diatur denganperaturan pemerintah.
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Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur 
didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Menurut ketentuan ini, syarat 
kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:
10
 
a. Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;  
b. Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan 
syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);  
c. Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan 
atau pimpinan kesatuan masing-masing. 
Adapun wewenang Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam Pasal 16 (1) 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia 
sebagai berikut :  
Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
13 dan 14 di bidang proses pidana, kepolisian negara republik Indonesia 
berwenang untuk : 
a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; 
b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian 
perkara untuk kepentingan penyidikan; 
c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka 
penyidikan; 
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d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta 
memeriksa tanda pengenal diri; 
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 
f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 
g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 
pemeriksaan perkara; 
h. Mengadakan penghentian penyidikan; 
i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; 
j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang 
berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau 
mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka 
melakukan tindak pidana; 
k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai 
negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil 
untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan 
l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 
b) Penyidik Pegawai Negeri Sipil  
 Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, 
yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. 
Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang 
pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada 
salah satu pasal.
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sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur 
dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan 
wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: 
“Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b 
mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan 
hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah 
koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”. 
c) Penyidik BNN (Badan Narkotika Nasional) 
 Penyidikan terhadap tindak pidana narkotika oleh Penyidik Badan 
Narkotika Nasional diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 
tentang Narkotika, BNN mempunyai tugas:  
a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan 
danpemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika 
b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap 
Narkotika dan Prekursor Narkotika 
c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 
dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran 
gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika 
d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi 






e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan 
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika 
f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam 
pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 
Narkotika 
g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun 
internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika 
dan Prekursor Narkotika 
h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika 
i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika 
j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang. 
 Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika 
menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan 
dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang 
melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap 
Narkotika dan Prekursor Narkotika. 
 Selanjutnya menurut Pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 
tentang Narkotika: 
1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh 
penyidik BNN. 
2) Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diangkat dan 





3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan 
pemberhentian penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur 
dengan Peraturan Kepala BNN. 
Pasal 73 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika:  
Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika 
dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain 
dalam Undang-Undang ini. 
Pasal 74 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika: 
1) Perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 
Narkotika, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk 
diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya. 
2) Proses pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan tindak pidana 
Prekursor Narkotika pada tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, 
dan eksekusi pidana mati, serta proses pemberian grasi, pelaksanaannya harus 
dipercepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika: 
Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang: 
a. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 
b. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan 
dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 





d. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan 
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda 
pengenal diri tersangka; 
e. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 
f. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan 
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 
g. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan 
dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 
h. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 
Narkotika di seluruh wilayah juridiksi nasional; 
i. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan 
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti 
awal yang cukup; 
j. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan 
dibawah pengawasan; 
k. Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika; 
l. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat 
(DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya; 
m. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka; 
n. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman; 
o. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat 
perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan 





p. Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang 
disita; 
q. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika 
dan Prekursor Narkotika; 
r. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 
tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika; dan 
s. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 
Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika: 
(1) Pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) 
jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik. 
(2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 
paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam. 
Pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika: 
(1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf i dilaksanakan 
setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dan dilakukan paling lama  
3(tiga) bulan terhitung sejak surat penyadapan diterima penyidik. 
(2) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilaksanakan atas 
izin tertulis dari ketua pengadilan. 
(3) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 





(4) Tata cara penyadapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
Pasal 78 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika: 
(1) Dalam keadaan mendesak dan Penyidik harus melakukan penydapan, 
penyadapan dapat dilakukan tanpa izin tertulis dari ketua pengadilan 
negeri lebih dahulu. 
(2) Dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam Penyidik 
wajib meminta izin tertulis kepada ketua pengadilan negeri mengenai 
penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
Pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika: 
Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j dilakukan oleh Penyidik atas 
perintah tertulis dari pimpinan. 
Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika: 
Penyidik BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, juga berwenang: 
a. Mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, 
termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum; 
b. Memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk 
memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran 
gelap narkotika dan prekursor narkotika milik tersangka atau pihak lain 
yang terkait; 
c. Untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan 





d. Untuk mendapat informasi dari pusat pelaporan dan analisis transaksi 
keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap 
narkotika dan prekursor narkotika; 
e. Meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang 
seseorang bepergian ke luar negeri; 
f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait; 
g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, 
dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi 
yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan 
bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan 
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang 
diperiksa; dan 
h. Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara 
lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti 
di luar negeri. 
3. Tugas dan Kewenangan Penyidikan Menurut KUHAP  
 Yang berwenang melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 
KUHAP, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana 
tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Untuk itu 
pada sub bab ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan di 
dalam KUHAP dan siapa saja yang juga yang merupakan peyidik namun tidak 





 Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah: Pertama, membuat 
berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 
KUHAP. (Pasal 8 ayat (1) KUHAP) Kedua, menyerakan berkas perkara kepada 
penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP), Ketiga, penyidik yang mengetahui, 
menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut 
diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan 
yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP), Keempat, menyerahkan tanggung jawab 
atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) 
KUHAP), Kelima, dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu 
peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut 
kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP), Keenam, wajib segera 
menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan 
dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP). Ketujuh, dalam hal penuntut 
umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera 
melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum 
(Pasal 110 ayat (3) KUHAP), Kedelapan, setelah menerima penyerahan 
tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka 
penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP), Kesembilan, Sebelum dimulainya 
pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka 
melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan 
bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh 
penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP), Kesepuluh, wajib memanggil dan 





KUHAP), Kesebelas , wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang 
dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP), Keduabelas, wajib 
menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka 
menyetuji isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP), Ketigabelas, dalam hal tersangka 
ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus 
mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP), Keempatbelas, dalam rangka 
melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menjukkan tanda 
pengenalnya kepada ter sangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP), Kelimabelas, 
membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 
ayat (1) KUHAP), Keenambelas, membacakan terlebih dahulu berita acara tentang 
penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan 
ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua 
lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP), Ketujuhbelas, 
wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan 
penyitaan (Pasal 128 KUHAP), Kedelapanbelas, memperlihatkan benda yang akan 
disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita 
itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang 
saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP), Kesembilanbelas, Penyidik membuat berita 
acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP), Keduapuluh, menyampaikan turunan 
berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 
ayat (4) KUHAP), Keduapuluh satu, menandatangani benda sitaan sesaat setelah 
dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP), Sedangkan kewenangan dari penyidik antara 





1. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk  
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak 
pidana;  
b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;  
c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri 
tersangka;  
d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;  
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;  
f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;  
g. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 
ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) KUHAP); 
h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 
pemeriksaan perkara;  
i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;  
2. Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang 
memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP jo Pasal 133 ayat (1) KUHAP).  
3. Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat 
hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) KUHAP).  
4. Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah 
yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) KUHAP).  
5. Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya 
meninggalkan tempat terrsebut selama penggeledahan berlangsung (Pasal 127 





6. Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik 
dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta 
kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia 
mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai 
sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) KUHAP)  
 Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Penyidik wajib menjunjung tinggi 
hukum yang berlaku. Untuk itu Penyidik membuat berita acara pelaksanaan 
tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang:
12
 
1. Pemeriksaan tersangka;  
2. Penangkapan;  
3. Penahanan;  
4. Penggeledahan;  
5. Pemasukan rumah;  
6. Penyitaan benda;  
7. Pemeriksaan surat;  
8. Pemeriksaan saksi;  
9. Pemeriksaan tempat kejadian; 
10. Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan; 
11. Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP.  
 
 
                                                             







4. Proses Pemeriksaan Penyidikan yang Dilakukan Oleh Penyidik 
 Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang 
menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik 
ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang 
sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak 
pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur. Tersangka harus 
ditempatkan pada kedudukan menusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus 
dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia 
tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek 
pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana 
yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai 
dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (presumption of innocent ) sampai 
diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
13
 
Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja 
yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi 
untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, kepada 
tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, 
kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang 
berperikemanusiaan dan beradab.  
 Polri tidak secara serta-merta dapat melakukan kegiatan penyidikan 
dengan semaunya, melainkan ada juga batasan-batasan yang harus diikuti oleh 
penyidik tersebut agar tidak melanggar hak asasi manusia mengingat kekuasaan 
                                                             






penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan tersebut terlampau besar. Batasan-
batasan kegiatan penyidik tersebut terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian 
Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip 
Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisan 
Republik Indonesia. Di dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan tersebut disebutkan, 
dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas POLRI dilarang:  
a. Melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual 
untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;  
b. Menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan 
di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang  
c. Memberitakan rahasia seseorang yang berperkara;  
d. Memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan 
laporan hasil penyelidikan;  
e. Merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan 
kebenaran;  
f. Melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak 
yang berperkara;  
 Mengenai batasan-batasan tentang tindakan pemeriksaan yang dilakukan 
Penyidik dalam rangka proses penyidikan, juga terdapat batasan-batasan yang 
dituangkan di dalam peraturan a quo tersebut. Batasan-batasan tersebut terdapat di 
dalam Pasal 27 Ayat (2), yang menyebutkan: Dalam melakukan pemeriksaan 





a. Memeriksa saksi, tersangka atau terperiksa sebelum didampingi penasihat 
hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa;  
b. Menunda-nunda waktu pemeriksaan tanpa alasan yang sah, sehingga 
merugikan pihak terperiksa;  
c. Tidak menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang diperiksa pada 
awal pemeriksaan;  
d. Tidak menjelaskan status keperluan terperiksa dan tujuan pemeriksaan;  
e. Mengajukan pertanyaan yang sulit dipahami terperiksa, atau dengan cara 
membentak-bentak, menakuti atau mengancam terperiksa;  
f. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan 
pemeriksaan;  
g. Melecehkan, merendahkan martabat dan/atau tidak menghargai hak terperiksa; 
h. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat fisik atau psikis 
dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan;  
i. Memaksa saksi, tersangka/terperiksa untuk memberikan informasi 
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya;  
j. Membujuk, mempengaruhi atau memperdaya pihak yang diperiksa untuk 
melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan 
hak-hak yang diperiksa;  
k. Melakukan pemeriksaan pada malam hari tanpa didampingi oleh 
penasehat hukum dan tanpa alasan yang sah;  
l. Tidak memberikan kesempatan kepada terperiksa untuk istirahat, melaksanakan 





m. Memanipulasi hasil pemeriksaan dengan tidak mencatat sebagian 
keterangan atau mengubah keterangan yang diberikan terperiksa yang 
menyimpang dari tujuan pemeriksaan;  
n. Menolak saksi atau tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan 
untuk diperiksa;  
o. Menghalang-halangi penasehat hukum untuk memberi bantuan hukum 
kepada saksi/tersangka yang diperiksa; 
p. Melakukan pemeriksaan ditempat yang melanggar ketentuan hukum;  
q. Tidak membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang diperiksa 
dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri; dan  
r. Melalaikan kewajiban tanda tangan pemeriksa, terperiksa dan/atau orang 
yang menyelesaikan jalannya pemeriksaan. 
B. Tindak Pidana Narkotika  
1. Pengertian Tindak Pidana  
 Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) 
yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Banyak pengertian 
tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut : 
Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh 




 Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (handeling) yang diancam 
dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan 
dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. 
15
 
                                                             





Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang 
pelakunya dikenakan hukuman pidana.
16
 
Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu 
pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan 
diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan 
kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian 




Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki 
unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua 
macam yaitu: 
a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke 
dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya. 
b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang 
ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-
keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.
18
 
 Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana 
adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur 
kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana 
penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan 
terjaminnya kepentingan umum. 
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 17 Ibid. Hlm. 81 





2. Jenis-Jenis Tindak Pidana  




1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain 
kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam 
Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran“ itu 
bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II 
dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum 
pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan. 
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil 
(formeel Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten).  
a. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa 
larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. 
b. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan 
akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang 
dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. 
3. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana 
sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten). 
Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP 
antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan 
sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang 
dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (culpa) orang juga 
dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang 
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menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam 
Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP. 
4. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif 
juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya 
diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya 
Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak 
Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. 
a. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil 
atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa 
perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP.  
b. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya 
berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif 
atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan 
dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu 
tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.
20
 
 Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak 
pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak 
pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana 




a. Kelakuan dan akibat (perbuatan) 
b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan 
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c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana 
d. Unsur melawan hukum yang objektif 
e. Unsur melawan hukum yang subyektif. 
3. Tindak Pidana Narkotika  
a) Narkotika  
 Masyarakat luas mengenal istilah Narkotika yang kini telah menjadi 
fenomena berbahaya yang populer di tengah masyarakat kita. Ada pula istilah lain 
yang kadang digunakan adalah Narkoba (Narkotika dan Obat-obatan berbahaya). 
Selain itu ada pula istilah yang digunakanoleh DepKes RI yaitu NAPZA 
merupakan singkatan dari Narkotika, Pasikotropika dan Zat adiktif lainnya. 
Semua istilah diatas mengacu pada sekelompok zat yang mempunyai resiko 
kecanduan atau adiksi. Narkotika dan Psikotropika itulah yang secara umum biasa 
dikenal dengan Narkoba atau NAPZA. Namun karena hadirnya Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang baru, maka beberapa pengaturan 
mengenai psikotropika dilebur ke dalam perundang-undangan yang baru. 
1. Definisi Narkotika 
 Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah suatu kelompok zat 
yang bila dimasukkan dalam tubuh maka akan membawa pengaruh terhadap 
tubuh pemakai yang bersifat: 
a) Menenangkan 
b) Merangsang 





 Secara Etimologi narkotika berasal dari kata “Narkoties” yang sama artinya dengan 
kata “Narcosis” yang berarti membius.22 Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh 
terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, 
persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan. 
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 
Narkotika dapat dilihat pengertian dari Narkotika itu sendiri yakni: 
Pasal 1 ayat 1 
“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman ataubukan 
tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan 
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 
menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang 
dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam 
Undang-Undang ini.” 
 
 Definisi dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat mengatakanbahwa: yang 
dimaksud dengan narkotika ialah candu, ganja, cocaine, zatzat yang bahan 
mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, 
hashisch, cocaine. Dan termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, 
obat-obat yang tergolong Hallucinogen, Depressant dan Stimulant. 
Berikut adalah pandangan dari ahli hukum mengenai pengertiandari narkotika: 
1. Menurut Smith Klise dan French Clinical Staff mengatakan bahwa: “Narcotics 
are drugs which produce insebility stupor duo to their depressant effect on the 
control nervous system. Included in this definition are opium derivates 
(morphine, codein, heroin, and synthetics opiates (meperidine, methadone).”23  
Yang artinya kurang lebih sebagai berikut:  
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Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksamaan 
atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebutbekerja mempengaruhi 
susunan saraf sentral. Dalam definisinarkotika ini sudah termasuk jenis 
candu dan turunan-turunan candu (morphine, codein, heroin), candu 
sintetis (meperidine,methadone). 
2. Sudarto dalam buku Djoko Prakoso mengatakan bahwa: Perkataan Narkotika 
berasal daribahasa Yunani “Narke” yang berarti terbius sehingga 
tidakmerasakan apa-apa. Dalam Encyclopedia Amerikana dapat dijumpai 
pengertian “narcotic” sebagai “a drug that dulls the senses,relieves pain induces 
sleep an can produce addiction in varyingdegrees” sedang “drug” diartikan 
sebagai: Chemical agen that isused therapeuthically to trea 
disease/Morebroadly, a drug maybedelined as any chemical agen attecis living 
protoplasm: jadi narkotika merupakan suatu bahan yang menumbuhkan rasa 
menghilangkan rasa nyeri dan sebagainya.
24
 
3. Narkotika merupakan zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh 
tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan memasukkannya ke 
dalam tubuh.Pengaruh tubuh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa 
sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan-khayalan. 
Sifattersebut diketahui dan ditemui dalam dunia medis bertujuan untuk 
dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti dibidang 
pembedahan untuk menghilangkan rasa sakit.
25
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2. Jenis-Jenis Narkotika 
 Adapun penggolongan jenis-jenis dari Narkotika berdasarkan Pasal 6 ayat 
(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009Tentang 
Narkotika, adalah sebagai berikut: 
1) Narkotika golongan I: 
 Narkotika golongan satu ini tidak digunakan dalam pengobatan atau terapi 
sebab berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, Antara lain 
sebagai berikut: 
1. Tanaman Papaver Somniferum L dan semua bagianbagiannya 
termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya. 
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari 
buah tanaman Papaver Somniferum L yang hanya mengalami 
pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa 
memperhatikan kadar morfinnya. 
3. Opium masak terdiri dari : 
a. Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu 
rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan 
peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan 
maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk 
pemadatan. 
b. Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan 
apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain. 





4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus Erythroxylon dari keluarga 
Erythroxylaceae termasuk buah dan bijinya. 
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam 
bentuk serbuk dari semua tanaman genus Erythroxylon dari keluarga 
Erythroxylaceae yang menghasilkan kokain secara langsung atau 
melalui perubahan kimia. 
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang 
dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokain. 
7. Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina. 
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan semua 
bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman 
ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis. 
2) Narkotika golongan II: 
Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir 
dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan 
ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan 
















12. Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya 
termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-N-
oksida, dan lain-lain. 
3) Narkotika golongan III: 
 Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi 
dan/atauuntuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai 
potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Antara lain seperti: 
1. Asetildihidrokodeina 
2. Dekstropropoksifena  : α-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol  
propionat 
3. Dihidrokodeina 
4. Etilmorfina   : 3-etil morfina 
5. Kodeina    : 3-metil morfina 
6. Nikodikodina   : 6-nikotinildihidrokodeina 
7. Nikokodina   : 6-nikotinilkodeina 
8. Norkodeina   : N-demetilkodeina 
9. Polkodina   : Morfoliniletilmorfina 






11. Buprenorfina   : 21-siklopropil-7-α-[(S)-1-hidroksi-1,2,2- 
trimetilpropil] 6,14- endo - entano-6,7,8,14-
tetrahidrooripavina 
12. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas  
13. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika 
b) Tindak Pidana Narkotika  
 Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 
148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun 
tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana 
yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangksikan lagi 
bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. 
Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, 
maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan 
kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara 
tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.
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 Pelaku Tindak Pidana Narkotika dapat dikenakan Undang-Undang No. 35 
tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :  
a) Sebagai pengguna  
Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undang-undang Nomor 
35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman minimal 5 
tahun dan paling lama 15 tahun. 
 
                                                             






b) Sebagai pengedar 
Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang-undang 
No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman paling 
lama 15 + denda. 
c) Sebagai produsen 
Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-undang No. 35 
tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ 
mati + denda. 
C.  Singkronisasi Hukum  
  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkron berarti pada waktu yang 
sama, serentak, sejalan, sejajar, sesuai, selaras. Sinkronisasi yaitu perihal 
menyinkronkan, penyerentakan. Dan sama juga dengan kata harmonisasi yaitu 
upaya mencari keselarasan. 
 Sinkronisasi peraturan perundang-undangan adalah penyelarasan dan 
penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 
peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang 
mengatur suatu bidang tertentu. Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar 
substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, 
saling melengkapi (suplementer), saling terkait, dan semakin rendah jenis 
pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya. Adapun 
tujuan dari kegiatan sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pengaturan 
suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai 
bagi penyelenggaraan bidang tersebut secara efisien dan efektif. Sinkronisasi 





1.  Sinkronisasi Vertikal  
Dilakukan dengan melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dalam suatu bidang tertentu tidak saling bertentangan antara 
satu dengan yang lain. Menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) 
menetapkan bahwa jenis dan hirarkhi peraturan perundang-undangan adalah 
sebagai berikut :  
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;  
c. Peraturan Pemerintah;  
d. Peraturan Presiden;  
e. Peraturan Daerah;  
Di samping harus memperhatikan hirarkhi peraturan perundang-
undangan tersebut di atas, dalam sinkronisasi vertikal, harus juga 
diperhatikan kronologis tahun dan nomor penetapan peraturan perundang-
undangan yang bersangkutan. Sinkronisasi secara vertikal bertujuan untuk 
melihat apakah suatu peraturan perundangan-undangan yang berlaku bagi 
suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan 
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2. Sinkronisasi Horisontal  
Sinkronisasi Horisontal dilakukan dengan melihat pada berbagai 
peraturan perundang-undangan yang sederajat dan mengatur bidang yang 
sama atau terkait. Sinkronisasi horisontal juga harus dilakukan secara 
kronologis, yaitu sesuai dengan urutan waktu ditetapkannya peraturan 
perundang-undangan yang bersangkutan.  
Sinkronisasi secara horizontal bertujuan untuk mengungkap kenyataan 
sampai sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara horizontal, yaitu 




D.  Harmonisasi Hukum  
  Istilah harmonisasi secara etimologis menunjuk pada proses yang bermula 
dari suatu upaya, untuk menunju atau merealisasi sistem harmoni. Istilah harmoni 
juga diartikan keselarasan, kecocokan, keserasian, keseimbangan yang 
menyenangkan.m menurut arti psikologi, harmonisasi diartikan sebaga keseimbangan 
dan kesesuaian segi-segi dalam perasaan, alam pikiran danperbuatan individu, 
sehingga tidak terjadi hal-hal ketegangan yang berlebihan
.29
 
Kemudian dikemukakan oleh L.M. Gandhi, dalam “Harmonisasi Hukum 
Menuju Hukum Responsif” menyebutkan bahwa; 
“Harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan 
perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum 
dan asas-asas hukum dengan tujuan peningakatan kesatuan hukum, kepastian 
hukum, keadilan dan kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa 
mengaburkan dan mengorbankan pluralisme  hukum”.30 
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Harmonisasi Hukum di kembangkan dalam ilmu hukum yang digunakan 
untuk menunjukkan bahwa dalam dunia hukum, kebijakan pemerintah, dan 
hubungan diantara keduanya terdapat keanekaragaman yang dapat mengakibatkan 
disharmoni. Rudolf Stammler mengemukakan suatu konsep fungsi hukum, bahwa 
tujuan dan kepentingan antara individu dengan individu dan antara individu 
dengan masyarakat lainnya.  
Tanpa adanya harmonisasi sistem hukum, akan memunculkan keadaan 
tidak dapat menjamin kepastian hukum yang dapat menimbulkan gangguan dalam 
kehidupan bermasyarakat, ketidaktertiban dan rasa tidak dilindungi. Dalam 
perspektif demikian masalah kepastian hukum akan dirasakan sebagai kebutuhan 
yang hanya dapat terwujud melalui harmonisasi sistem hukum.
31
31 Op.cit hlm. 100 
